KEEPUTUSAN REPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 759 TAHUN 2017

TENTANG
FEMEBERIAN IZIN OPERASIDNAL

MADRASAH IBETIDAIVAH ASSAFIT'YAH KARANGPAPAK HABUFATEN SUKABUDMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingsl

. bahwa dalam rangka meninglathan akses pendidilkan madrasah yang

o

bermuti, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggaralan madrasah sesuai dengan
sltandar nasional pendidikan:

- buhwa Madrazah sebsgsimana tercantam dalam leputuszan ind telsh

memenuit persyaratan adimimistratf,  telnis den keelayalan
sehagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Fenilai, Surar  Relomendasi Eepala Nantor Kementerian ApaTns
Kabupaten Sulkaburmi  Nomor B-1 D275 /KK 10,02/2 /PRPOD/S/ 2016
tanggal 29 Apustus 2016 dan Nota Dinas Perlimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor D145/ND/TPM/ 2017 tangeal 7 Juni 2017
sehingga layvak diberilcan imn operasions|:

. bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimalesud dalam huraf

a dan huruf b perlu menetapkan Keputussn Kepala Kantor Wilayah
Eementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang  Pemberian  Tzin
Operasional Madrasah Ibtidaivah Assali'yah Karangpepalk Kabupaten

Sukal Lrni;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lemtang Smlem Pendidilean

Mazional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar TE,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43017);

- Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2005 tentany Guru dan Dosen

(Lembaran  Negars Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Talwn 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
#1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496}
sebagaimana telah beberaps kali diubah teralhir dengan Peraturan
Pemeriniah Notmaor 12 Tahoan 2015 lemtang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lentang Slandar Nasional
Pendidikan [Lembaran Nepara Republils Indonesia Taliun 2015 MNomor
45, Tambahan Lembaran Megara Republilt Indonesia Nomor abTa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Buolajar

Pendidikan Dasar {Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran MNegars Republik Indonesia Nomor
4HB3),

- Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang  Pendanaan

Fendidikan {Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
%1, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 486H4);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

FEETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTIUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMEERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRABAH IBTIDAIYAH ASBAFIT'YAH HARANGPAPAK
HABUPATEN SUHABUMI.

Memberikan  izin operasional  madrasah kepada Madrasah
sehagaimana lercantun delsm Lampiran yang merapakan bagian
tidak terpisahkan dari Kepulusan ini.

Setelah jangka wakm 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersanghkuatan
wajib:

a. Menyumpailian laporan perkembangsn Madrasah kepada Kepola
Rantor Kementerion  Agama  yang  memuat paling  secdilit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksansan kurikalum,
pelaksanaan  pemenuhan  standar  sarsna prasarans,  dan
pelakzanean  pemenuhban standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi aloreditas; seknlah/madrasah
kepada BAP-5/M sesual ketentuan  peraturan perundang
undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimzksud dalam
Ilstum KEDUA hurel a dindlad memenuhi stander pelayvanan
minimal penyelenggaraan pendidilkan dan/atan basil akreditasi
sebagaimans dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringloal
minimal €, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Dilktum KESATU tetap berlzlon.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Dikitum KEDUA huaral s dinilai memenuhi o standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/fatan hasil akreditas:
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hoermat b tidek mendapat
perimgkat minimal C, mala izin operasional sehagaimana dimalesud
dalam Dikium KESATU dicabut,

Keputusan i mulai berlsku pada tangpal ditetapkan,
Ditetapkan di Bundung
pade tangeal @ Juni 2017
EEPALA KANTOR WILAYAH

"KEMENTERIAN AGAMA
. FROVINSI JAWA BARAT




